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ABSTRAK 

Mafluhah. 2026. Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata 

Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di 

Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten 

Pemalang). Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H. 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan 

hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola potensi dan 

sumber daya desa serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pengawasan internal diperlukan untuk 

memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, 

pelaksanaan pengawasan internal pada BUM Desa Garuda 

Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, 

Kabupaten Pemalang, belum berjalan secara optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

pengawasan internal serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi 

bahan evaluasi bagi BUM Desa Garuda Kencana dalam 

meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan 

kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

efektivitas pengawasan internal menggunakan teori efektivitas 

hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dianalisis 

menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 

yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau 

fasilitas, masyarakat, dan Budaya Hukum. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan 

internal pada BUM Desa Garuda Kencana belum sepenuhnya 

efektif. Pelaksanaan pengawasan belum optimal karena 

koordinasi dan pencatatan hasil pengawasan belum dilakukan 

secara teratur dan berkesinambungan. Faktor yang paling 

memengaruhi belum optimalnya pengawasan internal ialah 

faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. 

Kata Kunci: BUM Desa, efektivitas hukum, pengawasan 

internal, tata kelola, yuridis-empiris. 
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ABSTRACT 

Mafluhah. 2026. The Effectiveness of Internal Supervision in 

the Governance of the Garuda Kencana Village-Owned 

Enterprise (BUM Desa) (A Study in Kalimas Village, 

Randudongkal District, Pemalang Regency). Undergraduate 

Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, 

State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.  

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal 

entities established by villages to manage village potential and 

resources and improve community welfare. Internal 

supervision is necessary to ensure that the management of 

BUM Desa complies with applicable laws and regulations. 

However, the implementation of internal supervision at 

Garuda Kencana Village-Owned Enterprise in Kalimas 

Village, Randudongkal District, Pemalang Regency, has not 

been optimal. This study aims to analyze the effectiveness of 

internal supervision and identify the factors influencing its 

implementation. The study is expected to contribute to the 

development of legal studies and serve as an evaluation 

resource for Garuda Kencana Village-Owned Enterprise in 

improving internal supervision. This study employs a 

juridical-empirical method with a qualitative approach and a 

descriptive-analytical design. Data were collected through 

interviews, observations, and documentation. The 

effectiveness of internal supervision is analyzed using 

Lawrence M. Friedman's legal effectiveness theory, which 

encompasses legal structure, legal substance, and legal 

culture. Meanwhile, the factors influencing supervisory 

effectiveness are analyzed using Soerjono Soekanto's Legal 

Effectiveness Theory, which comprises five factors: law, law 

enforcement, facilities, society, and culture. 

 The findings indicate that internal supervision at 

Garuda Kencana Village-Owned Enterprise has not been fully 



 

xi 

effective. Supervision remains suboptimal because 

coordination and the recording of supervisory results have not 

been conducted regularly and continuously. The main factors 

affecting the effectiveness of internal supervision are law 

enforcement and facilities. 

Keywords: Village, Owned Enterprise, legal effectiveness, 

internal supervision, governance, juridical – empirical 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan di tingkat desa merupakan bagian 

penting dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan 

sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang 

lebih luas kepada desa untuk mengelola diri melalui inovasi 

kelembagaan. Salah satu inovasi utama adalah pendirian 

BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi guna 

menambah pendapatan desa dan menyediakan layanan 

ekonomi bagi masyarakat.1 

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dibentuk 

oleh pemerintah desa sebagai alat untuk memaksimalkan 

potensi ekonomi desa serta mendukung pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat 

desa. Sumber pendanaan berasal dari modal yang dikelola 

pemerintah daerah, simpanan masyarakat, dan dukungan 

dana dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat. 

Selain itu, BUMDes juga dapat memperoleh modal melalui 

pinjaman atau kerja sama investasi dengan pihak lain 

berdasarkan sistem bagi hasil. Pendirian BUMDes 

bertujuan memperkuat fungsi pemerintahan desa sekaligus 

menjadi pengelola berbagai unit usaha atau kegiatan 

ekonomi strategis dalam proses kemajuan desa. 

 
1 Ketut Mei Astari and Lucy Sri Musmini, “Pengaruh Ineffective 

Monitoring , Sistem Pengendalian Internal , Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kecamatan Kubutambahan” 16 

(2025): 381–93. 
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Selain itu, keberadaan BUMDes membantu 

menambah pendapatan asli desa, sehingga desa memiliki 

kapasitas lebih baik untuk melaksanakan pembangunan 

serta memaksimalkan kesejahteraan warga.2 Berdasarkan 

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.3 yang telah ditetapkan 

kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi, mengelola 

aset desa, meningkatkan produktivitas dan investasi, 

menyelenggarakan pelayanan publik, serta menjalankan 

usaha lainnya demi kesejahteraan warga desa, pemerintah 

desa dapat membentuk BUMDes, baik secara mandiri 

maupun melalui kerja sama antar-desa.4 

Pengelolaan BUMDes yang efektif memerlukan 

adanya sistem pengawasan yang terstruktur dari otoritas 

terkait, baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah daerah. 

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah berwenang 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

BUMDes di wilayah administratifnya. Hal tersebut 

mencerminkan peran penting pemerintah dalam menjaga 

 
2 Ni Made Rina Sudariani and I Gede Agus Pertama Yudantara, 

“Pengaruh Kompetensi Pengelola, Ke efektifan Pengendalian Internal Dan 

Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

Dalam Pengelolaan Dana Bumdes,” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Akuntansi) 12, no. 1 (2021): 830–41. 
3 Mokhammad Angga Kusdiyanto and Rifqi Ridlo Pahlevy, 

“Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” 

Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 21, 

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997. 
4 S Suwarno, A Sembiring, and E Sinaga, “Peran BUMDes Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” Governance Opinion: Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8, no. 1 (2023): 1–10, 

https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/vie

w/3181. 
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keberlanjutan dan integritas pengelolaan usaha desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta 

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, pemerintah daerah 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pembinaan serta pengembangan terhadap 

BUM Desa sebagai bagian dari upaya mendukung 

keberlanjutan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM 

Desa  

Pengawasan internal merupakan salah satu 

komponen penting dalam tata kelola Badan Usaha Milik 

Desa (BUM Desa). Pengawasan ini diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

pengelola serta memastikan bahwa pengelolaan usaha 

berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa mengatur mengenai organ BUM 

Desa, termasuk Penasihat dan Pengawas, sebagai bagian 

dari penyelenggaraan tata kelola BUM Desa. Keberadaan 

pengawasan internal diharapkan dapat mendukung 

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan usaha desa.5   

Keberadaan pengawasan internal diharapkan dapat 

mendukung penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Selain itu, 

peran pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola 

 
5 Siti Rahayu and Rury Febrina, “Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung,” Jurnal Trias Politika 5, no. 1 

(2021): 49–61, https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905. 



4 

 

BUM Desa juga penting untuk mendukung keberlanjutan 

usaha dan pencapaian tujuan pendirian BUM Desa. BUM 

Desa Garuda Kencana Kalimas memperoleh status badan 

hukum pada tahun 2023. Perkembangan kelembagaan 

tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji, 

khususnya terkait pelaksanaan pengawasan internal dalam 

tata kelola BUM Desa. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan internal 

dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas 

serta faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Bapak Anggi Wijaya selaku Bendahara BUM Desa 

Garuda Kencana Kalimas menyampaikan bahwa pada 

periode 2023 hingga 2025, BUM Desa pernah mengelola 

unit usaha penjualan beras dan penyewaan mesin molen. 6   

Namun, kedua unit usaha tersebut tidak berjalan secara 

optimal dan tidak memberikan hasil sebagaimana yang 

diharapkan. Saat ini, BUM Desa Garuda Kencana Kalimas 

mengelola satu unit usaha, yaitu peternakan bebek petelur, 

yang masih berada dalam tahap pengembangan dan belum 

memberikan kontribusi pendapatan bagi desa. Kondisi 

tersebut menjadi dasar perlunya kajian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan 

unit usaha BUM Desa Garuda Kencana Kalimas. Salah satu 

aspek yang perlu dikaji adalah pelaksanaan pengawasan 

internal, mengingat pengawasan merupakan bagian penting 

dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

pengelola BUM Desa serta mendukung prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Pengawasan tersebut juga berkaitan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 28 yang 

 
6  Anggi Wijaya Bendahara BUMDes Garuda Kencana Kalimas, Di 

Wawancarai Oleh Mafluhah, Pada 1 Oktober 2025 



5 

 

mengatur tugas Penasihat serta Pasal 31 sampai dengan 

Pasal 34 yang mengatur Pengawas. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

pelaksanaan pengawasan internal dalam tata kelola BUM 

Desa Garuda Kencana Kalimas serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian 

ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas 

pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana 

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas pelaksanaannya. Kajian ini diperlukan untuk 

memahami pelaksanaan pengawasan internal dalam tata 

kelola BUM Desa berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada 

efektivitas pengawasan internal dan faktor-faktor yang 

memengaruhi pelaksanaannya pada BUM Desa Garuda 

Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, 

Kabupaten Pemalang. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan internal 

sebagai upaya mendukung tata kelola BUM Desa yang 

transparan dan akuntabel. Atas dasar itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul 

“Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola 

Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di 

Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten 

Pemalang)”.  
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana efektivitas pengawasan internal dalam tata 

kelola Bum Desa Garuda Kencana di Desa Kalimas, 

Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

pengawasan internal dalam tata kelola Bum Desa 

Garuda Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan 

Randudongkal, Kabupaten Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal 

pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Kalimas 

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.  

2. Untuk mengidentifikasimdanmmenganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan 

internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Kalimas KecamatannRandudongkal Kabupaten. 

Pemalang.  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapatnmemperkaya 

khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara. 

Dalam penelitian ini, pembaca diharapkan memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh 

Pemerintah Desa Kalimas. 

2. Manfaat  Praktis  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

sejauh mana pengawasan internal telah dilaksanakan 

dengan baik. Demi mewujudkan tata kelola yang 

transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Dinas 
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memanfaatkan 

temuan penelitian ini sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan 

terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum dalam ruang lingkup 

kemasyarakatan Indonesia memiliki arti bahwa daya 

kerja hukum dapat dilihat dalam mengatur dan/atau 

memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. 

Menurut H. Salim HS, efektivitas hukum merupakan 

suatu teori yang digunakan untuk mengkaji tingkat 

keberhasilan atau kegagalan hukum dalam 

pelaksanaannya serta mengidentifikasi berbagai variabel 

yang memengaruhi proses penerapan hukum. Dengan 

demikian, teori efektivitas hukum dapat digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum 

mampu diimplementasikan secara nyata dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor 

yang memengaruhi efektivitas hukum, Soerjono 

Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor 

utama yang menentukan efektif atau tidaknya suatu 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor hukum 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

d. Faktor masyarakat, dan 

e. Faktor budaya Hukum. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan 

memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan 

demikian menurut Soerjono Soekanto, efektivitas 
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hukum dapat dinilai dari sejauh mana kelima faktor  

tersebut mendukung mencapai tujuannya dalam 

mengatur dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat.7  

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas 

hukum berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu struktur 

hukum (legal structure), substansi hukum (legal 

substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur 

hukum mencakup lembaga dan aparat pelaksana hukum, 

substansi hukum meliputi peraturan atau ketentuan 

hukum yang berlaku, sedangkan budaya hukum 

mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat 

terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan 

dalam menentukan pelaksanaan hukum dalam praktik. 

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum 

Lawrence M. Friedman digunakan sebagai landasan 

analisis untuk mengkaji efektivitas pengawasan internal 

dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Struktur hukum 

digunakan untuk mengkaji keberadaan dan pelaksanaan 

tugas organ BUM Desa yang berkaitan dengan 

pengawasan internal. Substansi hukum digunakan untuk 

menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar 

pelaksanaan pengawasan internal. Sementara itu, budaya 

hukum digunakan untuk mengkaji sikap dan kebiasaan 

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

 
7 Soerjono soekanto,(n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum 8, 

https://doi.org/https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440490&lokasi=lokal&utm

_source. 
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pengawasan, termasuk koordinasi, evaluasi, dan 

pencatatan hasil pengawasan. 8 

BUM Desa yang dikelola secara efektif 

memerlukan struktur kelembagaan yang berfungsi, dasar 

hukum yang jelas, serta budaya kerja yang mendukung 

pelaksanaan pengawasan internal. Pengawasan internal 

juga perlu didukung oleh pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum 

Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis 

keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan 

budaya hukum dalam pelaksanaan pengawasan internal 

pada BUM Desa Garuda Kencana Kalimas, sehingga 

dapat diketahui sejauh mana pengawasan internal 

tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

F. Penelitian Relevan  

Tinjauan pustaka mengungkap berbagai studi terkait 

dari beragam sumber termasuk tesis magister, jurnal 

akademik, dan skripsi sarjana yang berfokus pada berbagai 

aspek. Berikut ini penelitian relevannterhadap penelitian 

ini: 

Tabel 1.1 

Penelitian yang Relevan 

No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Efektivitas 

Hukum 

Pengelolaan 

Efektivitas hukum 

pengelolaan dana desa 

dipengaruhi oleh 

Persamaan:  

 Persamaan 

Terletak Pada 

 
8 L. M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective 

(New York, 1975),31. 
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No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Dana Desa 

Berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 6 

Tahun 2014 

tentang Desa. 
9 

faktor substansi, 

struktur, dan budaya 

hukum masyarakat 

desa sesuai teori 

Soerjono Soekanto.  

teori efektivitas 

hukum untuk 

menganalisis 

pelaksanaan 

norma dalam 

pemerintahan 

desa.  

Perbedaan:  

Pada penelitian 

terdahulu 

tersebut focus 

pada dana desa. 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

peneliti, focus 

utama pada 

pengawasan 

internal 

BUMDes.  

2 Efektivitas 

Pengelolaan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMDes) 

terhadap 

Kesejahteraan 

pengelolaann 

BUMDes Desa Kupa 

telah berjalan cukup 

efektif, dengan tingkat 

efektivitas sebesar 

75%. Meskipun 

demikian, belum 

Persamaan :  

Persamaan 

terletak pada 

Sama-sama 

meneliti 

efektivitas 

pengelolaan 

 
9 Fitri Handayani, “Efektivitas Hukum Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. 

(Universitas Jember, 2021). 
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No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Desa Kupa, 

Kecamatan 

Mallusetasi, 

Kabupaten 

Barru10  

seluruh unit usaha 

beroperasi secara 

optimal, sehingga 

manfaatnya terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat belum 

merata   

BUMDes serta 

mengaitkannya 

dengan dampak 

terhadap 

masyarakat 

desa. 

Perbedaan :  

Pada penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

pengaruh 

pengelolaan 

BUMDes 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat. 

sedangkan 

penelitian 

peneliti, 

menitikberatkan 

pada efektivitas 

pengawasan 

internal 

BUMDes baru 

dalam tahap 

awal 

operasional.  

 
10 Alviant, "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, 

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru."(2022) 1–65. 
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No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

3 Analisis 

Pengelolaan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMDes) 

dalam 

Menunjang 

Pembangunan 

Ekonomi 

Desa Di Kola 

Kola, 

Kecamatan 

Banawa 

Tengah, 

Kabupaten 

Donggala.11  

PengelolaannBUMDes 

berperan penting 

dalam meningkatkan 

perekonomian desa 

melalui partisipasi 

masyarakat dan 

penguatan 

kelembagaan. Namun, 

masih terdapat kendala 

dalam aspek 

administrasi dan 

transparansi.   

Persamaan :  

Persamaan 

terletak pada 

implementasi 

prinsip tata 

kelola yang 

baik (good 

governance).   

Perbedaan :  

Pada penelitian 

terdahulu fokus 

pada 

pengelolaan 

Bumdes secara 

umum. 

sedangkan 

penelitian 

peneliti fokus 

pada efektivitas 

pengawasan 

internal 

BUMDes.  

4 Kinerja 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMDes) 

Lalambate 

Kinerja BUMDes 

belum maksimal 

karena dua indikator 

kinerja manfaat dan 

dampak belum 

Persamaan :  

Persamaan 

terletak pada 

aspek 

pelaksanaan 

 
11 Ana Tilmizani, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) dalam menunjang pembangunan ekonomi Desa Di Kola Kola, 

Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala” ( Universitas Islam 

Negeri (UIN) Palu), 2025.  
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No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Tarantajo di 

Desa 

Lampenai 

Kecamatan 

Wotu 

Kabupaten 

Luwu Timur 
12 

terpenuhi; BUMDes 

belum memberikan 

kontribusi ekonomi 

signifikan bagi 

masyarakat.  

tata kelola 

dalam 

pemerintahan 

desa.  

Perbedaan :  

Pada penelitian 

terdahulu fokus 

pada kinerja 

organisasi dan 

kontribusi 

ekonomi, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti fokus 

pada efektivitas 

pengawasan 

internal 

BUMDes.  

5 Pengawasan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

oleh 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Pekalongan 

(Studi di 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah 

melalui dinas terkait 

telah menjalankan 

peran dalam 

melakukan pembinaan 

dan pengawasan 

terhadap BUMDes. 

Persamaan :  

Sama-sama 

mengangkat 

tema 

pengawasan 

terhadap 

BUMDes dan 

menilai 

efektivitas 

 
12 Reski Nurul Hidayah, Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Lalambate Tarantajo Di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur, 2022. 



14 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Desa Sijeruk) 
13 

Namun, pelaksanaan 

pengawasan tersebut 

belum dapat dilakukan 

secara optimal karena 

masih terdapat 

keterbatasan dalam 

ketersediaan dan 

kapasitas sumber daya 

manusia yang 

mendukung proses 

pengawasan. dan 

koordinasi 

antarinstansi.  

pelaksanaannya 

di tingkat lokal.  

Perbedaan :  

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

pengawasan 

eksternal oleh 

pemerintah 

daerah, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti 

membahas 

pengawasan 

internal dalam 

struktur 

BUMDes itu 

sendiri.  

 

Dengan demikian, terdapat persamaan dan perbedaan 

pada penelitian penulis dan penelitian terdahulu. 

Persamaannya terdapat dalam ruang lingkup kajian yang 

sama-sama fokus pada administrasi negara dalam konteks 

tata kelola pemerintahan desa. Adapun perbedaannya 

meliputi objek kajian, landasan teori, dan metode penelitian 

 
13 Wildani Fitriana “Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.” UIN KH ABDURAHMAN 

WAHID PEKALONGAN, 2025. 
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yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya membahas 

efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja BUMDes, atau 

bentuk pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, 

sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah efektivitas 

pengawasan internal pada BUMDes Garuda Kencana yang 

baru memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji secara 

mendalam implementasi pengawasan internal pada 

BUMDes berbadan hukum, yang belum banyak diteliti 

terdahulu.  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitiann 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-

empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji 

penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan 

yang mengatur mengenai pengawasan internal BUMDes 

diterapkan serta dilaksanakan secara nyata dalam 

kehidupan di lapangan.14 Penelitian ini memadukan 

antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan 

normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris 

digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan 

hukum tersebut dalam praktik serta mengetahui 

bagaimana pelaksanaannya berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat.15 Penelitian ini bersifat 

 
14  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (mataram: Mataram 

University Press, 2020). 
15 Yulianto Fajar, Mukti ND; Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: 

Normatif & Empiris., ed. Buku metode penelitian hukum yang menjelaskan 

integrasi pendekatan normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015). 
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deskriptif dan analitis, dengan tujuan memberikan 

gambaran serta analisis mendalam terhadap pelaksanaan 

pengawasan internal pada BUMDes Desa Kalimas 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk 

menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung 

prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa.16 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

fokus penelitian terdapat pada pemahaman mendalam 

terhadap pelaksanaan pengawasan internal pada 

BUMDes Garuda Kencana melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi tanpa menggunakan analisis 

statistik. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik 

penelitian hukum empiris yang menghasilkan data 

deskriptif dari kenyataan lapangan, bukan hanya hukum 

tertulis semata.  

3. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Garuda 

Kencana, Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, 

Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa BUMDes Garuda 

Kencana baru memperoleh status badan hukum pada 

tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

BUMDes masih berada dalam tahap awal dalam 

menjalankan tata kelola serta mengembangkan kegiatan 

usahanya, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi 

penelitian. Keadaan tersebut menjadikan BUMDes 

Garuda Kencana di Desa Kalimas sebagai lokasi yang 

 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 
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sesuai untuk dijadikan objek penelitian. Kajian ini 

difokuskan pada pelaksanaan pengawasan internal, 

khususnya untuk mengetahui sejauh mana pengawasan 

tersebut telah berjalan berdasarkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

4. Sumber Data  

Dalam penelitian hukum empiris, data yang 

digunakan mencakup: 

a. Data Primer    

Data primer yaitu data yang bersumber langsung 

dari lapangan melalui wawancara dan observasi 

bersama informan yang terlibat dalam pelaksanaan 

pengawasan internal BUMDes, seperti Kepala Desa, 

Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes, dan 

masyarakat Desa Kalimas.17  

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari 

kepustakaan atau melalui studi pustaka terhadap 

bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan, 

meliputi:  

1) Bahan Hukum Primer  

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan 

hukum primer ialah sebagai berikut:  

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: 

kencana, 2017). 
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. 

b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan 

Usaha Milik Desa Bersama. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

d) Peraturan Desa Kalimas Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pendirian BUM Desa Garuda 

Kencana.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Dalam hal mendukung untuk memehami 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

yang digunakan ialah sebagai berikut:  

a) Sumber literatur berupa buku, jurnal,artikel, 

dan website yang memuat materinmengenai 

Badan Usaha Milik Desa baikkdalam hal 

pembentukan, pengelolaan dan pengawasan.  

b) Doktrin dari para pakar hukum mengeni 

bentuk pembentukan, pengelolaanndan 

pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam upaya untuk mengamati proses 

pengawasan kegiatan observasi dilakukan pada lokasi 

penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan 

observasi di Balai Desa dan Desa dan BUM Desa 
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Garuda Kencana Desa Kalimas, Kecamatan 

Randudongkal, Kabupaten Pemalang.  

b. Wawancara  

Dilakukan dengan informan yang memiliiki 

peran langsung dalam pelaksanaan pengawasan 

internal BUMDes untuk memperoleh data faktual 

mengenai mekanisme, hambatan, dan efektivitas 

pelaksanaannya. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data sekunder yang 

bersumber dari dokumen resmi, arsip, dan berbagai 

bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan 

menelaah, mengidentifikasi, mencatat, serta 

menganalisis sejumlah dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pengawasan internal pada BUM 

Desa Garuda Kencana Desa Kalimas. Dokumen yang 

digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

meliputi 

1) Dokumen kelembagaan BUM Desa, berupa 

profil dan struktur organisasi BUM Desa Garuda 

Kencana serta surat keputusan pengurus yang 

tersedia;  

2) Dokumen pembentukan dan penyelenggaraan 

BUM Desa, berupa arsip pembentukan, berita 

acara musyawarah desa; 

3) Dokumen tata kelola BUM Desa, berupa 

Anggaran Dasar (AD) yang menjadi lampiran 

Peraturan Desa Kalimas Nomor 3 Tahun 2023 

dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

berdasarkan Peraturan Kepala Desa Kalimas 

Nomor 5 Tahun 2023;  
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4) Dokumen administratif Pemerintah Desa, seperti 

arsip pembentukan BUMDes, berita acara 

musyawarah desa; 

6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan studi kepustakaan selanjutnya diolah 

secara sistematis melalui beberapa tahapan guna 

menghasilkan data yang terstruktur, relevan, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengolahan data 

dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan Data  

Pemeriksaan data dilakukan dengan menelaah 

kembali seluruh data yang telah dikumpulkan untuk 

memastikan kelengkapan, keakuratan, dan 

relevansinya dengan fokus serta rumusan masalah 

penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menghindari 

adanya data yang tidak sesuai, tidak lengkap, atau 

tidak mendukung analisis efektivitas pengawasan 

internal pada Badan Usaha Milik Desa Garuda 

Kencana Kalimas.  

b. Penandaan Data  

Data yang telah dinyatakan layak selanjutnya 

diberi tanda atau kode tertentu sesuai dengan tema 

dan fokus penelitian. Penandaan data dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi data 

yang berkaitan dengan struktur pengawasan internal, 

mekanisme pengawasan, pelaksanaan tugas 

pengawas, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas pengawasan internal BUMDes.  
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c. Klasifikasi Data  

Setelah melalui proses penandaan, data 

selanjutnya dikelompokkan berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian. Pengelompokan tersebut dilakukan 

dengan membedakan data normatif yang diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan dengan data 

empiris yang berasal dari hasil penelitian di lapangan, 

kemudian data disusun berdasarkan indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

pengawasan internal. Tahap ini bertujuan untuk 

memudahkan proses analisis yuridis empiris melalui 

perbandingan antara ketentuan hukum dan praktik 

pelaksanaannya di lapangan.  

7. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis 

menggunakan metode preskriptif. Metode ini digunakan 

untuk mengkaji serta memberikan penilaian terhadap 

kesesuaian pelaksanaan pengawasan internal pada BUM 

Desa Garuda Kencana dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian 

yuridis-empiris digunakan untuk memperoleh 

pemahaman mengenai kondisi dan fakta hukum yang 

ditemukan di lapangan. Data tersebut kemudian 

dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan perspektif 

normatif untuk merumuskan rekomendasi mengenai 

pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, sesuai 

dengan prinsip good governance serta teori efektivitas 
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hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan 

Lawrence M. Friedman. 

H. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yang 

memuat sub-bagian dengan tujuan agar pembahasan dapat 

tersusun secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teoretis, berisi uraian mengenai 

teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan 

Lawrence M. Friedman yang digunakan sebagai landasan 

analisis dalam penelitian ini. 

 BAB III Hasil Penelitian, menampilkan temuan 

penelitian tentang pengawasan internal BUMDes Kalimas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa 

efektif pengawasan internal tersebut serta faktor-faktor 

yang memengaruhinya.  

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi analisis hasil 

penelitian tentang efektivitas pengawasan internal dalam 

tata kelola BUM Desa Garuda Kencana  Kalimas, serta 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam 

pelaksanaan pengawasan internal. 

 BAB V Penutup, yang mencangkup kesimpulan dan 

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pengawasan internal pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) Garuda Kencana Desa Kalimas, Kecamatan 

Randudongkal, Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya 

efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. 

Friedman, aspek struktur hukum telah terpenuhi melalui 

keberadaan Dewan Pengawas, Penasihat, dan Pelaksana 

Operasional. Aspek substansi hukum juga telah didukung 

oleh peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan BUM 

Desa dan pelaksanaan pengawasan. Namun, pelaksanaan 

tugas dan kewenangan pengawasan belum optimal, 

penerapan mekanisme pengawasan belum konsisten, serta 

budaya pengawasan yang teratur dan terdokumentasi belum 

terbentuk secara kuat. Komunikasi dan koordinasi 

antarorgan telah berjalan, tetapi pelaksanaannya masih 

cenderung berdasarkan kebutuhan dan belum sepenuhnya 

disertai pencatatan hasil pengawasan serta tindak lanjut 

yang memadai. Dengan demikian, keberadaan struktur dan 

dasar hukum belum sepenuhnya didukung oleh pelaksanaan 

pengawasan yang teratur, terdokumentasi, dan 

berkelanjutan. 

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana 

berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto 

meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau 

fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum telah 

didukung oleh keberadaan peraturan dan dasar hukum 

penyelenggaraan BUM Desa, sedangkan faktor masyarakat 

telah terlihat melalui partisipasi dalam pembentukan BUM 

Desa. Faktor kebudayaan juga didukung oleh komunikasi 
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dan koordinasi antarorgan. Namun, ketiga faktor tersebut 

masih memiliki kekurangan, terutama dalam penerapan 

mekanisme pengawasan secara teratur, keterbukaan 

informasi, serta pencatatan hasil pengawasan. Sementara 

itu, faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas menjadi 

faktor yang paling memengaruhi belum optimalnya 

pengawasan internal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas 

dan koordinasi antarorgan yang belum optimal, belum 

tersedianya kantor operasional khusus, serta belum 

lengkapnya administrasi dan pencatatan hasil pengawasan. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1.  BUM Desa Garuda Kencana harus mengelola 

pelaksanaan pengawasan internal secara rutin dengan 

melibatkan Dewan Pengawas, Penasihat, dan Pelaksana 

Operasional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui 

pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUM Desa. 

Setiap kali pengawasan dilaksanakan, harus didukung 

catatan berupa notulen atau berita acara yang 

mencantumkan waktu pelaksanaan, hasil pemeriksaan, 

masalah yang teridentifikasi, serta rencana tindak lanjut. 

Dengan cara ini, pelaksanaan pengawasan akan terjaga 

secara teratur dan terakumulasi bukti pelaksanaan yang 

dapat dijadikan dasar evaluasi. 

2. Pemerintah Desa Kalimas bersama pengelola BUM 

Desa perlu memberikan pelatihan dan pengarahan 

kepada Dewan Pengawas mengenai tugas dan 

wewenang pengawasan, tata kelola BUM Desa, serta 

prosedur administrasi dan pelaporan. Penguatan 

kapasitas tersebut dapat disampaikan lewat pelatihan 

maupun pengarahan sesuai kebutuhan. Langkah ini 
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penting untuk meningkatkan pemahaman Dewan 

Pengawas sehingga fungsi dan wewenang pengawasan 

dapat dijalankan secara konsisten.  

3. Pemerintah Desa Kalimas bersama pengelola BUM 

Desa perlu menyediakan sarana yang mendukung 

kegiatan operasional dan administrasi BUM Desa, 

termasuk tempat yang memadai untuk penyimpanan 

dokumen. Pengelolaan arsip juga perlu dilakukan secara 

sistematis dengan mengelompokkan dokumen 

berdasarkan jenisnya, seperti notulen rapat, berita acara 

monitoring, hasil evaluasi, laporan kegiatan, dan 

dokumen keuangan. Penataan dokumen tersebut 

diperlukan agar arsip pengawasan mudah ditemukan dan 

dapat dimanfaatkan sebagai bukti pelaksanaan serta 

bahan evaluasi.  

4. BUM Desa Garuda Kencana perlu menyampaikan 

informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha 

kepada masyarakat secara berkala melalui musyawarah 

desa maupun media informasi desa yang tersedia. 

Informasi yang disampaikan dapat mencakup 

perkembangan usaha, kegiatan yang telah dilaksanakan, 

dan hasil pengelolaan BUM Desa. Penyampaian 

informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterlibatan masyarakat serta 

mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap 

pengelolaan BUM Desa.  

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan 

pengelolaan BUM Desa Garuda Kencana Desa Kalimas 

dapat berjalan secara lebih profesional dan 

berkelanjutan, sehingga tujuan pembentukan BUM Desa 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dapat terwujud dengan baik.  
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